
Menimbang 

Mengingat 

W ALI KOTA MAKASSAR 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

KEPUTUSAN W ALI KOTA MAKASSAR 
NOMOR: 4278/050.13/TAHUN 2022 

TENTANG 

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KOTA MAKASSAR 

W ALI KOTA MAKASSAR, 

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan 8 (delapan) 
Program Strategi.s dan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota 
Makassar sebagaimana tertuang daJam Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu melaksanakan 
upaya percepatan pelaksanaan 8 (delapan) Program Strategis; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang 
Penetapan Proyek Strategis Kota Makassar; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah pusat dan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia 'T'ahun 2022 Nomor 4, 'T'ambahan Lembaran 
Negaran Nornor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negaran Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Nama Kota Ujung Pandang rnenjadi Kota Makassar dalarn wilayah 
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 193); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang tentang 
Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Nomor 2036 
Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

10. Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 
2026 [Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5); 

Memperhatikan 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.73-356 Tahun 2021 
tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Serentak Tahun 
2020 di kabupatendan Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan; 

2. Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik 
Indonesia dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia tentang Koordinasi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam 
Penanganan Laporan a tau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi 
Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah. 

Menetapkan 

KESA TU 

KEDUA 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN WALi KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PROYEK 
STRATEGIS KOTA MAKASSAR. 

Menetapkan Proyek Strategis Kota Makassar sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. 

Keberhasilan pelaksanaan Proyek Strategis sebagaimana dimaksud 
Diktum KESATU menjadi indikator utama penilaian kinerja Perangkat 
Daerah penanggungjawab. 



KETIGA 

KEEMPAT 

- 3 - 

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Makassar. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Makassar 
ada tanggal 28 DESEMBER 2022 
K 

A MAKASSAR, 

Tembusan disampaikan kepada Yth.: 
1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar; 
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar; 
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar di Makassar; 
4. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar di Makassar; 
5. Kepala Pengadilan Negeri Makassar di Makassar; 
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan di 

Makassar; 
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar; 
9. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar; 

10. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar; 
11. Pertinggal. 














